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Article Abstract
Keywords: This writing aims to determine the legal politics of the Banggai
Bl Sl Belrasa Language as a form of fulfillment of human rights. This writing uses

empirical research that emphasizes data collection based on
observation and concrete facts. The results showed that first, the
legal politics of Banggai Language protection as a form of
fulfillment of human rights aims to protect and guarantee the basic
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Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum Bahasa
Banggai sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Penulisan
ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menekankan pada
pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan fakta-fakta konkret.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, politik hukum
perlindungan Bahasa Banggai sebagai bentuk pemenuhan hak asasi
manusia bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar
penggunaan Bahasa Banggai, meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat untuk menghargai Bahasa Banggai agar tidak terjadi
degradasi, menghindari Bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah,
khususnya Bahasa Banggai di setiap daerah mengalami degradasi
atau kepunahan. Kedua, Politik Hukum Perlindungan Bahasa
Daerah dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 32 UUD 1945 Ayat 2, Ketiga,
Politik Hukum Perlindungan Bahasa Banggai tertuang dalam Perda
Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2021.
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PENDAHULUAN
Bahasa Banggai cukup besar sesuai dengan jumlah suku asli di 2 Kabupaten vyaitu;

Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Namun pada penelitian ini yang
menjadi objek utama adanya indikasi terancam dan punahnya bahasa daerah Banggai di
wilayah Kabupaten Banggai Laut khususnya di Kota Banggai dan sekitarnya. Oleh karena itu
dibutuhkan landasan politik hukum perlindungan bahasa Banggai sebagai wujud pemenuhan
hak asasi manusia. Politik hukum perlindungan bahasa Banggai sebagai wujud hak asasi
manusia bertujuan agar eksistensi kebudayaan Banggai sebagai bekas peninggalan pusat
Keraton Kerajaan Banggai sekaligus kebudayaan Banggai yang meliputi; adat-istiadat, sejarah
serta bahasa derah Banggai tidak akan terancam mengalami degradasi atau kepunaan namun
tetap lestari sepanjang sejarah eksistensi manusia di muka bumi.?

Dalam konteks Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang
nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia padaPasal6ayat(2) berkaitan dengan
identitas budaya sebagai hak yang harus dilindungi dan dilestarikan. Deklarasi Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the
Rights of Indegenous People-UNDRIP) pada 13 September tahun 2007 juga menghendaki
perlindungan tradisi dan budaya termasuk didalamnya adalah Bahasa Daerah. primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia kamus hukum dan sebagainya?.

Pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945,
yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional. Melalui amanat ini, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada
masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari
kebudayaannya masing-masing. yaitu; mengenai Right of Development, hak yang dicakup
adalah persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi setiap bangsa dan
masyarakatnya antara lain hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati
hasil-hasil pembangunan dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lain-
lain.?

Dalam perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) generasi kedua muncul
pemikiran tentang perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial
dan budaya ini merupakan bagian penting dalam hukum hak asasi manusia internasional selain
hak-hak sipil dan politik. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya akhirnya pemerintah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disebut dengan ICESCR (Internatonal Covenan Economic
Social and Cultural Right) dan pada tanggal 28 Oktober 2005 disahkan dalam Undang-Undang
No. 11 Tahun 2005.* Hak asasi manusia adalah fondasi utama bagi masyarakat yang adil dan
inklusif. Seiring dengan perkembangan pemikiran tentang hak asasi, semakin jelas bahwa hak
asasi tidak hanya mencakup hak-hak politik dan sipil, tetapi juga hak-hak budaya. Salah satu

1 AM,Mbete.2018. Masalah Kebahasaan dalam Kerangka Pelestariannya; Perspektif Ekolinguistik- Jurnal Tutur
1(2) 181-188

2Galim HS. Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Edisi 1
Cetakan 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013. Hal 16.
% 1bid., Hal.24
4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disebut dengan ICESCR
(Internatonal Covenan Economic Social and Cultural Right) dan pada tanggal 28 Oktober 2005 disahkan dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 2005
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konsep yang semakin mendapat perhatian adalah Hak Asasi Budaya, yang menekankan
perlunya menghormati, melindungi, dan mempromosikan warisan budaya masyarakat.® Hak
Asasi Budaya merujuk pada hak-hak yang melekat pada individu dan kelompok untuk
berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya, berkontribusi pada pembentukan identitas
budaya, dan mewarisi warisan budaya. Hak ini diakui sebagai bagian integral dari hak asasi
manusia yang bersifat universal. Keberadaan bahasa daerah di sekolah-sekolah di daerah
sangat penting dikembangkan untuk menjaga kelestarian bahasa daerah sekaligus kearifan
lokal. Menjaga kekayaan bahasa daerah merupakan amanah konstitusi, Pasal 32 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu salah satu jenis metodologi
penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.®

PEMBAHASAN
A.POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN BAHASA BANGGAI SEBAGAI WUJUD
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Politik Hukum Perlindungan Bahasa Banggai Tertera pada Peraturan daerah No. 15
Tahun 2021. Tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Daerah Banggai. Ini adalah salah
satu bentuk perlindungan dan pelestarian Bahasa Banggai. Dengan adanya Perda Ini
diharapkan peran Pemerintah Daerah Banggai Laut lebih memaksimalkan kebijakan —
kebijakan yang ada di dalam Perda No. 15 Tahun 2021 kepada seluruh Masyarakat yang ada
di Banggai Laut

1. Perlindungan Bahasa Banggai Merupakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Peningkatan kualitas guru pengangkatan guru bahasa daerah Banggai ini sudah
terlaksana tetapi guru — guru yang ditunjuk sebagai guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah
Banggai bukanlah guru Asli Bahasa Daerah Banggai hanya saja guru — guru ini telah
mendapatkan pelatihan mengenai guru Mata Pelajaran bahasa daerah Banggai. Tapi tidak
semuanya.

Kurangnya peran Pemerintah dalam bersosialisasi kemasyarakat untuk memberikan atau
membagikan Peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian bahasa Daerah Banggai.
Ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan peneliti saat diadakannya wawancara pada
msayarakat dan beberapa informan lainya bahwa banyak yang tidak mengetahui adanya
Peraturan daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Daerah Banggai.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bisa disimpulkan bahwa banyak
dari informan mengatakan mereka setuju untuk melestarikan bahasa daerah Banggai, namun
masih banyaknya kekurangan yang dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah Banggai.
Seperti dalam sekolah masih kurangnya bahan ajar untuk mengajar bahasa Daerah belum

5 Fahum.umsu.ac.id/hak-asasi-budaya-membangun-kesetaraan-hukum-dalam  keanekaragaman/167di akses
tanggal 7 Mei 2024
6 Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hal. 5
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adanya kurikulum tentang penggunaan bahasa daerah Banggai. Dan strategi yang tertera di
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut masih banyak yang belum terlaksana.

Peran Pemerintah Daerah Banggai Laut yang diharapkan sangat berpengaruh dalam
terwujudnya perlindungan Bahasa Daerah Banggai, hanya saja Pemerintah Daerah Banggai
Laut belum maksimal dalam menjalankan Perda No. 15 Tahun 2021 ini. Terbukti dengan
beberapa imforman yang mengatakan bahwa Sebagian besar mereka belum tau atau tidak
mengetahui adanya Perda No. 15 Tahun 2021 ini.

KESIMPULAN

Bahasa Banggai yang juga mengalami degradasi sama dengan Bahasa- bahasa yang
ada di Indonesia mengalami proses kepunahan karena jumlah penutur terutama generasi muda
yang mulai jarang menuturkan Bahasa Banggai menjadi ancaman serius terhadap kebudayaan
Banggai.Perlindungan dalam konteks politik hukum yaitu perangkat hukum berupa perda
menjadi penting apalagi dalam konteks Otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan
untuk mengatur dan melestarikan Bahasa daerah dalam bentuk perangkat hukum berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten
Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia sebagaimana di sebut kan dalam Undang- Undang
nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat (2) berkaitan dengan
identitas budaya sebagai hak yang harus dilindungi dan dilestarikan. Deklarasi Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the
Rights of Indegenous People-UNDRIP) pada 13 September tahun 2007 juga menghendaki
perlindungan akan tradisi dan budaya termasuk di dalamnya adalah Bahasa Daerah.Maka dari
itu saya berkesimpulan bahwa degradasi Bahasa Daerah seperti gambaran di atas
membutuhkan perlindungan dalam bentuk regulasi dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia
sehingga dapat mengikat setiap stakeholder untuk melindungi Bahasa Daerah yaitu Bahasa
Banggai.

Perlindungan Bahasa Daerah Banggai Di Kabupaten Banggai Laut diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2021. Yang mana dengan
Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyakaera Kh Kabupaten Banggai Laut dan Bupati
Banggai Laut Memutuskan :

Menetapkan : Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1

SARAN

Dengan adanya Politik Hukum Perlindungan Bahasa Banggai diharapkan Bahasa
Banggai akan tetap terjaga dan bisa digunakan. Adapun beberapa saran yang lainnya yaitu
:Untuk Pemerintah Daerah agar bisa melindungi sastra daerah Banggai agar tidak terjadi
kepunahan. Pemerintah daerah melalui Dins Pendidikan harus bisa mensosialisasikan perda
tentang perlindungan sastra bahasa Banggai agar bahasa itu bisa dipergunakan oleh generasi
yang akan dating agar perlindungan bahasa benar — benar dilaksanakan sebagaimana mestinya
sehingga dapat dipergunakan dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Khususx
Masyarakat yang ada dibanggai Laut.Untuk dibidang budaya bisa melestarikan bahasa Banggai
sebagai identitas masyarakat Banggai seperti contoh Banunut perlu dilestarikan dan kegiatan
adat melabot tumbe dan lagu dalam bahasa Banggai.
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